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ABSTRAKSI 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh komitmen 

pengetahuan, kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap 

penyampaian SPT tahunan PPh dimasa new normal. Penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional guna menguji hipotesis 

penelitian. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode pengambilan sampel 

acak sederhana (Simple Random Sampling) dengan 100 responden. Didapat hasil 

penelitian bahwa dari uji hipotesis secara parsial komitmen pengetahuan wajib 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyampaian SPT tahunan PPh 

dimasa new normal, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyampaian SPT tahunan PPh dimasa new normal, kesadaran wajib 

pajak berpengaruh positif dan signifikan penyampaian SPT tahunan PPh dimasa 

new normal. 

Kata kunci: Komitmen pengetahuan wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak, 

Kesadaran wajib pajak, Penyampaian SPT tahunan PPh dimasa new normal. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the effect of commitment to 

knowledge of taxpayers, taxpayer compliance, and awareness of individual 

taxpayers on the submission of annual income tax returns in the new normal period. 

This research is included in quantitative research with correlational research to 

test the research hypothesis. The research sample was determined by the simple 

random sampling method (Simple Random Sampling) with 100 respondents. The 

results of the research show that from the partial hypothesis test, the commitment 

to knowledge of taxpayers has a positive and significant effect on the submission of 

annual income tax returns in the new normal period, taxpayer compliance has a 

positive and significant effect on the submission of annual income tax returns in the 

new normal period, taxpayer awareness has a positive and significant effect on 

delivery Annual Income Tax Return during the new normal period. 

Keywords: Taxpayer knowledge commitment, taxpayer compliance, taxpayer 

awareness, submission of annual income tax returns in the new normal. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mengingat bahwa pajak sangat menentukan kelangsungan eksistensi 

untuk perkembangan saat ini dan masa depan. Karena meningkatnya 

kompleksitas dan ketidakpastian wajib pajak, yang pada akhirnya mengarah 

pada pelanggaran, reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan dengan 

hati-hati untuk menghindari konflik antar peraturan (Westat dalam Jackson, 

1986). Hasil dari tujuan ini adalah kewajiban warga negara dengan 

menyerahkan sebagian pendapatannya kepada negara. Dibutuhkan adanya 

perubahan sistem perpajakan untuk meningkatkan semangat masyarakat 

dalam membayar pajak. Pergantian konsep perpajakan dan pemerintahan 

didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah benar-benar melayani rakyat, 

yang akan mempengaruhi perekonomian rakyat. Semua tergantung 

pandangan masyarakat terhadap perpajakan, contoh faktor yang 

mempengaruhi persepsi masyarakat ialah pengalaman perpajakan dalam 

pelaporan SPT. Demi mencapai tujuan perpajakan, wajib pajak harus 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya agar dapat memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU yang berlaku. Seperti 

pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan perpajakan termasuk faktor utama 

yang meningkatkan penerimaan pajak, maka harus dikaji khusus apa saja 

yang mempengaruhi penyampaian SPT tahunan. 

Keberhasilan bergantung pada dua faktor yang terkait, yaitu 

pemahaman tentang pembayaran pajak atau penegakan peraturan 



perpajakan yang berlaku serta sikap dan kemampuan petugas pajak saat 

menjalankan tugasnya di lapangan. Untuk menstimulasi kesadaran wajib 

pajak, setiap jenis pajak harus disosialisasikan. Sosialisasi sebenarnya bisa 

membantu saat membentuk semangat wajib pajak patuh, tetapi yang 

terpenting adalah apakah tujuan tersebut telah tercapai sehingga sosialisasi 

perpajakan dapat menjawab semua pertanyaan perpajakan yang dibutuhkan 

setiap wajib pajak. 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit pelayanan publik yang 

bertanggung jawab atas pembiayaan nasional, harus memudahkan wajib 

pajak dengan mengatur sebagai pihak yang harus terlebih dahulu menjadi 

sasaran pelayanan, dan merupakan penyumbang terbesar pembiayaan. 

negara. Tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah “menghimpun penerimaan 

pajak negara sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, yang dapat 

mewujudkan kemandirian pendanaan pendapatan dan belanja negara 

melalui sistem pengelolaan yang efektif dan efisien”. KPP Pratama Malang 

Utara (salah satu unit pelayanan pada Direktorat Jenderal Pajak di Kota 

Malang) berkomitmen guna melaksanakan visi dan misi yang menjadi 

komitmen para penyelenggara perpajakan di semua tingkatan. Direktorat 

Jenderal Pajak menghimbau setiap orang memiliki NPWP dan taat 

membayar pajak. Perpajakan disebut sebagai bentuk kewajiban negara, 

selain untuk bela negara, dalam konstitusi juga mengatur secara jelas 

perpajakan. Dimana Indonesia telah lalai dalam mendirikan lembaga yang 

memungkinkan rakyat memenuhi kewajiban kedua kepada negara, yaitu 

membayar pajak. 



rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan karena pengetahuan 

wajib pajak tentang pajak terutang, dan juga persepsi wajib pajak dan 

petugas pajak yang masih rendah (Gardina dan Haryanto, 2006). Wajib 

pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Ada juga 

yang bisa didapat dari radio, televisi, majalah pajak, koran, internet, buku 

pajak, konsultan pajak, seminar perpajakan, dan ada pula yang didapat dari 

pelatihan pajak. Namun kegiatan tersebut jarang dilakukan. Padahal, 

pengetahuan tentang perpajakan belum menyentuh dunia pendidikan secara 

komprehensif. Maka dari itu, jenjang pendidikan dari pendidikan dasar 

sampai pendidikan tinggi, sosialisasi belum menyeluruh, kecuali bagi 

mereka yang mengambil jurusan perpajakan. Minimnya sosialisasi dapat 

berdampak terhadap tidak adanya kesadaran masyarakat sehingga dapat 

mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak seperti saat 

penyampaian SPT tahunan.  

Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib Pajak dapat memenuhi dan 

menjalankan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus 

dilaksanakan karena itu semua merupakan tanggung jawab yang harus 

dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki 

hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak 

mengalami peningkatan maka secara tidak langsung juga akan 

meningkatkan penerimaan negara dari bidang perpajakan. Wajib Pajak 

sering menemukan masalah ketidakpatuhan di KPP dan masih banyak 

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak atau telat mendaftarkan SPT-nya. 

Semua ini dapat mengakibatkan berkurangnya simpanan dana perpajakan 



ke kas negara dan menghambat kinerja perpajakan yang dapat berdampak 

pada realisasi penerimaan perpajakan yang sangat penting. Pajak 

merupakan potensi sumber pendapatan negara terbesar, yakni 75% APBN 

bersumber dari pajak, sehingga pemerintah akan lebih mengoptimalkan 

peran pada sektor perpajakan. Seiring berjalannya perkembangan, 

pemungutan pajak harus ditingkatkan lagi karena masyarakat menyadari 

bahwa banyak permasalahan tidak lagi sesuai dengan kondisi yang ada, 

sehingga perlunya perbaikan regulasi perpajakan diharapkan dapat 

memungkinkan negara untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.  

Menurut berita online, https://ekonomi.bisnis.com/ diakses pada 09 

September 2020, Kinerja kepatuhan wajib pajak belum memenuhi harapan. 

Pandemi Covid-19 diyakini menjadi penyebab turunnya kepatuhan formal 

wajib pajak. Menurut data Administrasi Perpajakan Negara, sebelum 

semester 1/2020, jumlah Surat Pemberitahuan Pelaporan (SPT) Wajib Pajak 

hanya 11,46 juta atau menyumbang  60,34% dari target 19 juta wajib pajak 

yang melapor SPT. Dengan jumlah tersebut, berarti masih ada 7,54 juta 

wajib pajak yang belum menyerahkan utang tahunannya. Dalam materi 

pemaparannya, otoritas pajak berkeyakinan bahwa tingkat persentase 

kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dan orang pribadi 

belum mencapai target karena pada saat pandemi Covid-19, KPP 

membatalkan layanan tatap muka langsung. Menurut laporan yang dikutip 

oleh Direktur Administrasi Perpajakan Negara dalam Catatan Bisnis. 

Akibat tidak adanya layanan tatap muka langsung, WP yang butuh bantuan 

menjadi terkendala dalam proses penyampaian SPT Tahunan. Merujuk 

https://ekonomi.bisnis.com/


pada tren lima tahun ke belakang, rasio kepatuhan sempat menunjukkan tren 

peningkatan pada 2017. Namun, rasio kepatuhan masih cenderung stagnan 

pada 2019 lalu. 

Pemerintah berupaya untuk mencapai tingkat penyampaian SPT 

tahunan wajib pajak sebesar 85% sesuai standar OECD. Namun, meskipun 

tingkat penyampaian SPT tahunan terus meningkat, tingkat penyampaian 

SPT tahunan tidak pernah mencapai 75%. Tingkat penyampaian SPT 

tahunan pada tahun 2017 melonjak menjadi 72,6%, jauh lebih baik 

dibandingkan tingkat penyampaian SPT tahunan pada tahun 2016 (hanya 

60,8%). Namun, tingkat penyampaian SPT tahunan turun lagi menjadi 

71,1% pada tahun 2018, dan sedikit meningkat pada tahun 2019, mencapai 

72,9%. 

Direktur Konsultasi, Pelayanan, dan Humas Administrasi 

Perpajakan Negara Kementerian Keuangan menjelaskan meski ada 

pembatalan layanan pajak langsung dari kantor pajak, wajib pajak tetap bisa 

menyampaikan SPT tahunan dan berkala melalui laporan elektronik di 

laman pajak go.id. Guna memberikan kemudahan dan kepastian pada saat 

menyampaikan SPT tahunan 2019, batas waktu pelaporan dan pembayaran 

diberikan relaksasi batas waktu menjadi 30 April 2020, tanpa sanksi. Untuk 

SPT dengan Pemotongan PPh atau periode pemungutan PPh Februari 2020, 

seluruh Wajib Pajak dapat mengendurkan periode laporan hingga 30 April 

2020 tanpa dikenakan sanksi, namun jangka waktu pembayaran tetap harus 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

perpajakan, pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi 

perpajakan yang bertujuan agar masyarakat memahami situasi sektor pajak 

di Indonesia. Selain itu, pemerintah harus bisa membuktikan bahwa 

pembayaran pajak oleh masyarakat memang sepenuhnya demi pembiayaan 

masyarakat, yaitu dari pengelolaan perpajakan yang transparan, apabila 

wajib pajak lebih sadar dan membayar pajak yang terutang tepat pada 

waktunya, maka tentu bisa meningkatkan perpajakan nasional. Didukung 

oleh penelitian sebelumnya oleh Sutanto (2009) menyimpulkan bahwa 

kesadaran wajib pajak sebagian atau pada saat yang sama berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan KPP Mataram. Dengan 

menggunakan data PPh pasal 25, angket yang dibagikan langsung kepada 

wajib pajak orang pribadi yang aktif digunakan untuk mengukur kesadaran 

wajib pajak pada penelitian ini.  

Selain menumbuhkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga harus 

meningkatkan kesadaran juga pemahaman tentang sistem dan regulasi 

perpajakan., seperti pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana 

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, salah satunya melalui sosialisasi perpajakan atau 

konsultasi. Datanglah ke pasar. Kampanye publisitas sangat penting 

dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat 

tentang sistem dan regulasi perpajakan (Marsiya, 2012). Minimnya tingkat 

pengetahuan serta pandangan publik membuat mereka tidak dapat 

memahami bagaimana cara memenuhi kepatuhan perpajakannya, dan pada 



akhirnya gagal memenuhi kewajiban tersebut, yang akan berdampak pada 

perpajakan negara. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis termotivasi untuk 

meneliti kembali yang mempengaruhi penyampaian SPT Tahunan pajak 

penghasilan orang pribadi dimasa New Normal karena penelitian yang telah 

banyak dilakukan belum menunjukkan hasil saat terjadinya wabah 

Coronavirus disease 2019 (covid 19). Faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah komitmen pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib 

pajak, dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komitmen Pengetahuan, 

Kepatuhan, dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap 

Penyampaian SPT Tahunan PPh Dimasa New Normal (Studi pada 

Masyarakat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh komitmen pengetahuan, kepatuhan, dan 

kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap penyampaian SPT 

Tahunan PPh dimasa New Normal 

2. Bagaimana pengaruh komitmen pengetahuan wajib pajak orang pribadi 

terhadap penyampaian SPT Tahunan PPh dimasa New Normal. 

3. Bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap 

penyampaian SPT Tahunan PPh dimasa New Normal. 



4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap 

penyampaian SPT Tahunan PPh dimasa New Normal, 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk melakukan pengujian secara empiris bahwa: 

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen pengetahuan, kepatuhan, 

dan kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap penyampaian 

SPT Tahunan dimasa New Normal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen pengetahuan wajib pajak 

orang pribadi terhadap penyampaian SPT Tahunan dimasa New 

Normal 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

terhadap penyampaian SPT Tahunan dimasa New Normal.  

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi 

terhadap penyampaian SPT Tahunan dimasa New Normal. 

1.3.2 Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian dapat dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teoritis 

yaitu untuk mengembangkan ilmu yang terdapat dalam bentuk manfaat 

praktis, yang dalam bentuk manfaat praktis menyangkut pemecahan 

masalah-masalah yang aktual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

mempunyai manfaat sebagai berikut. 

A. Manfaat Teoritis 



Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi serta 

menjadi pedoman untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya pada sub perpajakan terkait penyampaian SPT tahunan 

wajib pajak orang pribadi pada periode New Normal.  

Diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya, dapat dijadikan 

sebuah sarana untuk mengimplementasikan pengetahuannya terkait 

kewajiban pajak dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak pribadi 

saat New Normal 

B. Manfaat Praktis 

1. Instansi Terkait 

Diharapkan dapat menyumbang penilaian dan pendapat yang 

bermanfaat kepada kantor KPP Pratama Malang Utara, dalam 

upaya peningkatan pengetahuan wajib pajak, masukan sebagai 

dasar untuk menyusun regulasi perpajakan dan kesadaran wajib 

pajak, serta menjadikan masyarakat patuh dan taat terhadap 

kewajiban pelaporan tahunan.  

2. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih signifikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak tentang 

pentingnya pelaporan SPT Tahunan sebagai salah satu bentuk 

kesadaran perpajakan dalam mendukung penerimaan negara dari 

sektor perpajakan. 
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